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ABSTRAK

Jesse Stellani Mofu, (20043158). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja
Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua
Tahun 2021-2022)

Pembimbing : Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal (yang
diproksikan dengan kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan
efektivitas) dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan
pada pemerintah daerah di Papua periode 2021-2022. Penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel selama tahun penelitian
berjumlah 50 data, yang dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS 25. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diproksikan dengan
kemandirian daerah dan efektivitas tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
pelaporan keuangan, ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh negatif
terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, namun kinerja pemerintah daerah
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan di Papua periode
2021-2022.

Kata kunci: desentralisasi fiskal; kemandirian daerah; ketergantungan pada
pemerintah pusat; efektivitas; kinerja pemerintah daerah; akuntabilitas
pelaporan keuangan



Vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat

serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Dengan penuh rasa syukur penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul

“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA PEMERINTAH

DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN (Studi

Empiris pada Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022)”.

Penulisan skripsi tidak terlepas dari lika-liku dan tantangan yang penulis

hadapi. Namun, berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat

menyelesaikan tugas akhir ini. oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan

terimakasih kepada:

1.

2.

Rektor Universitas Negeri Padang
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
Ibu Dr. Nelvirita, S.E, M.Si, Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi

Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak selaku dosen Pembimbing Akademik
(PA) dan juga pembimbing skripsi. Banyak-banyak terimakasih penulis
ucapkan kepada beliau karena telah membimbing dan mengarahkan penulis
dengan sabar selama 4 tahun masa perkuliahan. Semoga beliau beserta
keluarganya diberikan berkah kesehatan dan rezeki yang melimpah.

Ibu Vanica Serly, S.E., M.Si dan bapak Halkadri Fitra, S.E, Ak, M.M
selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan
skripsi ini sehingga dapat terselaikan semestinya.

Kepada seluruh staf dan dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
terlebih khusus di Departemen Akutansi. Terimakasih atas ilmu dan
bantuannya semoga dapat penulis implementasikan di dunia kerja nanti.
Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah kesehatan dan rezeki
yang melipah kepada semuanya.



7.

10.

11.

12.

13.

vii

Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, bapak Festus Mofu dan ibu
Karolina Tigtigweria. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala doa,
cinta dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama
ini, sehingga penulis dapat terus berjuang meraih mimpi dan cita-cita
penulis. Semoga keduanya diberikan hikmat dan kesehatan sehingga
kesuksesan dan hal baik kedepannya akan terus penulis perjuangkan untuk
kalian berdua.

. Kepada saudara-saudara penulis yang terkasih kaka Yudit Tira Robeka

Mofu, kaka Gad Emerson Mofu, kaka Albert Rudi Yason Mofu, ade
Christince Safira Mofu , ade Yoan Orpa Mofu, dan ade Queenza Amora
Mofu terimakasih telah mendampingi dan memberikan semangat kepada
penulis sejak kecil dan menjadi sumber semangat penulis dalam meraih cita-
cita. Semoga kalian semua diberikan hikmat, kesehatan, dan kesuksesan.

Kepada Mama Tua, Kaka Suster, Kaka Seba, Kaka Riki, Kaka Ani Hana
Dion. Terimakasih supportnya Tuhan Yesus Memberkati.

pada sahabat tercinta yang penulis temui pada November 2020 Ria
Anggraini Tuarita. 4 tahun melewati suka duka di tanah rantau Kota Padang
dan menjadi sumber semangat serta mengajari penulis hal-hal baru
membuat penulis bersyukur dan berterimakasih kepada Tuhan telah
dipertemukan dengan beliau, banyak hal yang penulis ragukan namun selalu
diyakinkan oleh Ria bahwa penulis bisa. Semoga Ria diberikan kesehatan,
kesuksesan dan dikelilingi banyak orang baik kemanapun Ria melangkah.

Kepada adik tercinta Nurdini Patiran, terimakasih selalu memberikan
semangat dan menjadi partner travelling di Sumatera Barat di kala suntuk
pada masa perkuliahan, semoga Dini sehat selalu dan juga dimudahkan
dalam menyusun tugas akhir.

Kepada sahabat penulis Fari Rahma. Terimakasih sudah menjadi teman
sekamar, sudah sabar dan tulus mendampingi dan menyemangati penulis
selama ini. terimakasih juga kepada keluarganya amak, ayah, ica, adi, ete,
one, acik yang di Kayu Tanam sudah menyambut penulis dengan hangat.
Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah.

Kepada teman-teman Republik Friends 2020, Ria, Yasin, Gilberth, Imor,
Renaldi, Ical, Thelma Melan, Abraham, Tina, Susi, Acel. Terimakasih untuk
sukaa duka dan cerita yang luarbiasa selama di Minangkabau. Tuhan
Memberkati setiap langkah teman-teman semua.

Kepada HIMAPA SUMBAR, terimakasih telah menjadi rumah dan



14.

15.

16.

17.

18.

19.

viii

memberikan wadah untuk menuangkan ide dan gagasan kepemimpinan.
Semoga semakin solid kekeluargaannya. Tuhan Yesus Memberkati.

Kepada adek kost Wahidatun Nisa, terimakasih selalu menyemangati penulis
dikala mengerjakan tugas-tugas kuliah. Semoga Nisa juga dimudahkan
dalam kuliahnya.

Kepada anak-anak kost Cenli kamar Utara terimakasih sudah menerima dan
berteman dengan Jesse di Kost. Semoga kalian semua sehat dan sukses
selalu.

Kepada teman-teman kelas D Accounting. Terimakasih untuk suka duka
masa perkuliahan selama 4 tahun. semoga kita semua sehat dan sukses
selalu.

Kepada Ibu Kost lama Ibu Hermiyanti, terimakasih sudah menerima jesse di
Kost. Semoga ibu sehat selalu.

Kepada teman-teman KKN Lolong Belanti dan Magang Dinas Perdagangan,
semoga semuanya sukses dan sehat selalu.

Kepada seluruh keluarga, saudara, teman dan rekan-rekan yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu. Semoga semuanya sehat selalu dan dikelilingi
hal-hal baik.

Penulis, November 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..ottt a e e e e e st r e e e e e e s s s nnaraaaaeeeas i
DAFTAR IS] e e et e e e e e s st r e e e e e e e e annreees IX
D N Y ] Xi
DAFTAR GAMBAR ...ttt a e e e e e e s s a e e e e e e s e annnnees Xi
BAB | PENDAHULUAN ... ..ot nsasssssssnssnsnnnnsssnnnnnnnnnns 13
A, Latar Belakang ........cooveoiiiiiieiie e 13
B. RUMUSAN MaSalah ............cccoviiiiiii e 22
C. TUuJuan PENEIILIAN ......oeiieiiiiiiiie e 23
D. Manfaat PENEIItIAN ..........cooiiriiiiee e 23
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA .ottt 25
N G- V1= Vg I =Yoo ISP 25
I =T g T o T=T o - T TR OURRPRR 25

2. Desentralisasi FISKal ............ccoiiiiiiiiiiiiii e 26

3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah...........c..ccccceevie i ciie e, 35

4. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan............cccocveoviieeiiieeiee e 38

B. Penelitian ReleVaN..........ccoi i 41
C. Kerangka PemIKIFAN ..........cccuiiiiiie e e e srae e 50
D. Hipotesis PENelitian...........ccuveiiireiiiic e 51

1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan51

2. Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas

Pelaporan KEUANGAN ........c..veiiiiei ettt e e e e e e eaee e 53
BAB 11l METODE PENELITIAN .....ooiiiiiiiie et 55
A, DeSain PENEHTIAN. .....cuiiiiieiie et 55
B. Populasi dan SAMPEl .........cc.oeiiiiiiiiieece e 55
T =0T o1V LY PR OURRPPPR 55



C. Jenis dan Sumber Data Penelitian...........ccccoviviiiiiiieiiieie e 56
N [T o SN I - PRSP 56
2. Sumber Data PeneltIAN. .........ccovieiiiie e 56

D. Teknik Pengumpulan Data ...........ccoeeiiieiiiiiieiiieeeesee e 57

E. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel ............ccccooiiiiiiiiininnnn, 57
1. Variabel DePenden ........cooiiiiiiiiiiiiee e 57
2. Variabel INdependen ..........ooviiiiiiie e 58

F.  Teknik ANaliSiS Data........cccuieiiieieiiiieiiie et e e see e ee e e sneeaesneee e 61
1. Analisis Statistik DesKIiptif ...........coooeiiiiiiiii 61
2. Uji ASUMSE KIASTK.....c.eviiiieiiieiieeiee e 62
3. Analisis Regresi Linier Berganda............cccooveiieiiiiiie e 64
A, UJiEHIPOTESIS ..ottt 65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......cociiiiiieiieieeesee e 67

A. Gambaran Umum Objek Penelitian...........cccccveviiveiiiie i 67

B. HaSil PENEHTIAN ..o s 69
1. Analisis Statistik DesKriptif .........ccccccvviiiiii i 69
2. UjJi ASUMST KIBSIK.....cciiiieiiiie et 75
3. Analisis Regresi Linier Berganda..........ccccccocveeiiiieiiiie e 81
N O LTI o ] 010 ] (= 1SRRI 83

C. Pembahasan Uji HIPOTESIS..........cciuiieiiie e e srie e see e 87
1. Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan87
2. Pengaruh Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas
Pelaporan KEUANGAN ..........ceeiiiie ettt e e ree e 89
3. Pengaruh Efektivitas Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan............. 90
4. Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas
Pelaporan KEUANGAN ..........ceiiiieeiiie ettt aee e s 92

BAB V PENUTUP ..ottt ettt 94

AL KESIMPUIAN ... 94

B. Keterbatasan PENEITIAN .....cooeveieeeee et 95



Xi

ORI Y -1 TR 95
DA F T AR PU S T AR A oo ettt e e aaans 97
L AP IR AN e e 102

Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel

DAFTAR TABEL

1. Penelitian yang REIEVAN .........cc.ooiiiiii e
2. Kriteria Pemilinan SampPel..........oooiiiiiiii e
3 Keputusan Ada Tidaknya AUtOKOIElaSi............ocviiiiiiieiiiiee e
4 PUrpoSIiVE SAMPITING....c.eeiiiiiiii et
5. SAMPEI PENEIITIAN ...
6. Hasil Uji Statistik DesKriptiT..........c.voiiiiiiiiiiie e
7. HaSH Uji NOIMAIItAS.......coiieeeiiie et r e e e ennee e
8. Hasil Uji MURIKOIINEAITLAS ........vveivieeiiiie ettt e e e enee e
9. Hasil Uji HeteroKedastiSItas. .........ccuureiiireiiiieeeiiieeciesesiie e siee e siee e se e svaeesreeesnee e
10. HaSil Uji AULOKOTEIAST ......eeiviieiieie ettt e et e e
11. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda............cccveivveiiieeiiine e siee s siee e
12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) ........ccovveeiiieeiiiie e siee e see s svee e
G o - ] | L0 I SRS
I o ]| L0 I SRR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka BerfiKir.............oooiiiiiiice e



Xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Nilai Kemandirian Daerah (X1) .......oooveiiiiiiiiieieiee e 102
Lampiran 2 Nilai Ketergantungan pada Pemerintah Pusat (X2) ........ccccooviiieniieniciiieiiennnn 103
Lampiran 3 Nilai EFEKEIVITAS (X3) ....oiiiiiiieiiiiiieie e 104
Lampiran 4 Nilai Kinerja Pemerintah Daerah (X4)........cccoooiiiiiiieiiieneeceee e 105
Lampiran 5 Nilai Akuntabilitas PUBDITK (Y) ....eoiiiiiiiie e 106
Lampiran 6 TaDUIAST DAt ...........eoiiiiiieiiiee e 107

Lampiran 7 Tabel DUrbin WatSSON...........uooiiiiiieiiieiie et 109



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi sektor publik kini telah berkembang pesat yang dibuktikan dengan adanya era
reformasi yang membuat negara pada dasarnya membutuhkan pemerintahan yang baik demi
mewujudkan good governance (Yulia Trisaptya et.al, 2016).

Akuntabilitas merupakan ciri khas daripada sektor publik, dimana hal ini menjadi salah
satu prinsip good governance yang saat ini menjadi sorotan. Demikian halnya dengan
akuntabilitas publik dalam pemerintah daerah yang mencakup hal pemberian informasi
terkait dengan aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang
berkepentingan melalui laporan keuangan. Dengan demikian, terwujudnya akuntabilitas
merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, khususnya pada reformasi keuangan.
Adapun sumber dana yang digunakan pemerintah dalam rangka menjalankan roda
pemerintahan ini berasal dari pada rakyat, sehingga pemerintah bertanggungjawab secara
langsung maupun tidak langsung pada rakyat dalam memberikan informasi terkait
pengelolaan keuangan (Suryanto, 2017). Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya
memiliki tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu
melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip relevan dan
tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara
umum (Suryanto, 2017).

Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kewajiban dan tanggung

jawab pemerintah daerah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan
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transparan kepada publik serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mencakup proses
penyusunan, pengauditan, dan penyampaian laporan keuangan yang mencerminkan dengan
tepat penggunaan dan pengelolaan dana publik oleh pemerintah daerah (Fitri dan Khotimah,
2022). Adapun Akuntabilitas pelaporan keuangan ini menjadi penting karena organisasi
sektor publik memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk menggunakan dana publik
secara efisien dan bertanggung jawab (Suryanto, 2017) .

Melalui laporan keuangan pemerintah, informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan berperan dalam pengambilan keputusan akan dapat disajikan secara
komprehensif (Martiningsih, 2009). Pelaporan keuangan dari semua entitas pemerintahan
daerah ini harus dilakukan secara konsisten, tepat waktu dan transparan. Jika hal tersebut
dapat dilakukan, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan akuntabilitas
(Steccolini, 2002).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
mewajibkan baik pemerintah pusat ataupun daerah untuk menyusun laporan keuangan.
Laporan Keuangan tersebut kemudian akan diperiksa oleh pihak Badan Pemerikasa
Keuangan (BPK) yang berperan sebagai auditor eksternal di pemerintah. Penyusunan dan
pemeriksaan akan Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan salah
satu langkah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.dengan demikian, BPK RI
yang berperan sebagai auditor eksternal pemerintah bertanggungjawab atas pemerikasaan
laporan keuangan pemerintah tersebut. Pemberian opini audit laporan keuangan pemerintah
daerah oleh BPK merupakan sebuah bentuk akuntabilitas, karena merupakan bentuk
pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat bahwa laporan keuangan telah

disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan bebas
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misrepresentasi material (Nurhidayati, 2017).Terdapat tiga katergori yang disajikan yaitu: 1.
Opini, 2. Sistem Pengendalian Internal 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
Undangan. Pemberian opini audit dalam laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK
merupakan sebuah bentuk akuntabilitas, karena menjadi bentuk pertanggungjawaban
pemerintah daerah terhadap masyarakat bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan
secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan bebas
misrepresentasi material (Nurhidayati, 2017). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara menyatakan terdapat 4 jenis opini
audit yang diberikan terhadap hasil pemeriksaan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(unqualified opinion), Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Opini Tidak
Wajar (Adverse Opinion), serta opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion).

Papua memiliki 42  kabupaten dan kota sampai pada tahun 2022 sebelum
diresmikannya Daerah Otonom Baru pada Desember 2022. Pemerintah Provinsi Papua Barat
sendiri telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) sebayak sembilan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), dan terakhir untuk LKPD 2022 sedangkan Pemerintah Papua telah
mendapat delapan kali opini WTP atas LKPD tahun 2021 dan WDP atas LKPD tahun 2022.

Berdasarkan informasi dari website resmi BPK, meski mendapat opini WTP Pimpinan
Pemeriksaan Keuangan Negara Pius Lustrilanang menyatakan bahwa BPK masih
menemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah terkait
dengan penyusunan anggaran belanja Pemprov Papua Barat yang belum dilakukan secara
cermat, yaitu Anggaran fungsi pendidikan dan kesehatan belum memenuhi alokasi yang

diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu terdapat kesalahan
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penganggaran pada belanja barang dan jasa di 12 OPD dan belanja modal di 8 OPD.
Kemudian, pengelolaan belanja hibah pemprov Papua Barat juga belum sesuai dengan
ketentuan, dimana penetapan penerima hibah belum memperhatikan kriteria pemenuhan
persyaratan. BPK juga menyoroti pelaksanaan paket belanja modal dan belanja barang dan
jasa yang tidak sesuai ketentuan berupa kekurangan volume sebesar 47 paket pekerjaan
senilai Rp12,22 miliar di 11 OPD dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas 13 paket
pekerjaan di 6 OPD.

Tahun 2022 terdapat 3 daerah di Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari, kabupaten
Teluk Wondama dan Kabupaten Sorong yang meski telah mendapat opini Wajar Tanpa
Pengecualian namun mendapat teguran yang tegas ari BPK karena ketiga daerah tersebut
diklaim masih memiliki problem pelaporan keuangan yang belum tuntas serta masih ada
permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap Undang-
Undang serta ada dana yang belum jelas.

Pemerintah provinsi Papua pada tahun 2023 juga mendapatkan opini WDP atas LKPD
tahun 2022 setelah delapan kali mendapat opini WTP. Hal tersebut diungkapkan oleh
Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi. Permasalahan tersebut
rupanya terjadi dalam penyajian laporan keuangan, dimana terdapat anggaran realisasi
belanja senilai Rp1,57 triliun yang melampaui anggaran induk atas pelampauan realisasi
belanja tersebut, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan anggaran perubahan. Namun
penetapan anggaran perubahan itu tidak melalui persetujuan DPRP dan pengesahan Menteri
Dalam Negeri. Akibat pelaksanaan dan substansi belanja yang tidak sepenuhya memenuhi

kriteria. maka BPK tidak dapat menentukan penyesuaian yang diperlukan terhadap
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pelampauan realisasi belanja tersebut dan dampaknya terhadap penyajian belanja Pemprov
Papua 2022.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Papua terkait dengan akuntabilitas pelaporan
keuangan , menunjukkan bahwa meskipun memperoleh opini WTP maupun WDP, tetap
dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan di Papua
untuk mencapai pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefenisikan desentralisasi sebagai
penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Desentralisasi fiskal merupakan komponen inti dari desentralisasi karena untuk menjalankan
kewenangan yang telah dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diperlukan
sumber pembiayaan yang memadai menurut Fontanella dan Rossieta (2014). Desentralisasi
fiskal diartikan sebagai penyerahan fungsi pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah (Syahrudin,2006). Dengan adanya desentralisasi fiskal ini
terdapat pemisahan yang jelas dan tegas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah. Syahrudin (2006) telah membuktikan bahwa desentralisasi fiskal menghasilkan
manfaat ekonomi bagi negara seperti peningkatan tingkat pertumbuhan, peningkatan
efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya serta peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pengambilan keputusan.

Moisiu dalam Fontanella dan Rossieta (2014) menyatakan bahwa pemerintah lokal lebih
responsif terhadap warga negaranya dibanding pemerintah pusat sehingga keputusan yang
diambil lebih merefleksikan kebutuhan dan keinginan rakyat. Sejak berlakunya

desentralisasi dengan sistem otonomi daerah, maka dana transfer daerah kemudian
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dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Implementasi otonomi daerah akhirnya
menimbulkan berbagai permasalahan karena setiap daerah memiliki kapasitas dan
kemampuan yang berbeda-beda baik dari sisi keuangan, ketersediaan infrastruktur, dan
kapasitas sumber daya manusia (Syahrudin, 2006). Adanya perbedaan kemampuan ini
membuat pemerataan pembangunan menjadi kurang, ada pemerintah daerah yang
mengalami kemajuan pesat dan ada juga yang justru mengalami kemunduran sehingga harus
dibantu aspek finansialnya oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal menyebabkan terjadi aliran dana yang besar ke daerah dari
pemerintah pusat (Syahrudin, 2006). Dengan kewenangan yang lebih besar melalui
desentralisasi fiskal, maka daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya kepada publik, sehingga akuntabilitas
pelaporan keuangan menjadi alat penting untuk memastikan penggunaan keuangan yang
efisien, efektif, dan transparan.

Mahsun (2014) mengusulkan bahwa efektivitas PAD dan kemandirian daerah adalah
indikator penting dalam menilai keberhasilan desentralisasi fiskal, di mana PAD mengukur
kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan mereka sendiri. Teori ini
menunjukkan bahwa ketergantungan yang rendah pada dana pusat menandakan kemandirian
yang lebih baik dan desentralisasi fiskal yang efektif. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa
kemandirian fiskal daerah dapat diukur dari kontribusi PAD dalam membiayai belanja
daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin independen daerah tersebut dari transfer

pusat, yang menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi. Desentralisasi fiskal
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dalam penelitian ini diproksikan melalui 3 yaitu kemandirian daerah, ketergantungan pada
pemerintah pusat dan efektivitas. Kemandirian fiskal daerah yang tinggi menunjukkan
kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada
transfer dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian fiskal daerah, semakin
besar pula desentralisasi fiskal yang telah terjadi. Adapun daerah yang masih memiliki
ketergantungan tinggi pada transfer dana dari pemerintah pusat menunjukkan desentralisasi
fiskal yang belum optimal. Semakin rendah ketergantungan daerah pada pemerintah pusat,
semakin besar pula desentralisasi fiskal yang telah terjadi. Sementara efektivitas suatu
daerah dilihat melalui Pendapatan asli daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki target
anggaran dan realisasi tahunan dan berhasil mencapainya, maka pemerintah daerah tersebut
dapat dianggap berhasil dan efektif..

Kinerja pemerintah daerah menurut Mahsun (2016:25) adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu
organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses
tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu
yang digunakan (input). Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah
tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada
masyarakatnya secara keseluruhan. Untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik
maka Akbar (2012) mengatakan bahwa era reformasi membawa dampak terhadap tuntutan
adanya akuntabilitas (accountability) dan keterbukaan (transparancy) dalam proses

pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia.



20

Fontanella dan Rossieta (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa Kinerja
Pemerintah daerah mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari penurunan jumlah
Pemerintah daerah yang tidak melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) dan
peningkatan indeks kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini mengindikasikan
bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia mengalami
perbaikan . menurut PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah menyatakan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintah
daerah yaitu berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).
Sehingga kemudian diterbitkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 guna melengkapi PP
Nomor 6 Tahun 2008. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan
kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (value for
money) serta prinsip pemerintahan yang baik (good goverment governance).

ELPPD Kemendagri yang merujuk pada peta kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata kinerja pemerintah daerah
berada pada tingkat rendah sampai sedang, sementara di bagian Timur Indonesia yaitu di
Papua masih berada dalam kategori sedang sampai sangat rendah. Ini mengindikasikan
bahwa pemerintah daerah di Papua seharusnya lebih dapat memaksimalkan Kinerja
daerahnya sehingga setidaknya dapat menjangkau kategori sedang. Dari data dapat dilihat
bahwa kinerja pemerintah daerah di Papua masih dikaratakan belum cukup baik.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.3-1109 Tahun 2023 tentang
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah secara nasional tahun 2022

menempatkan Papua Barat pada status Kinerja rendah dengan skor 2,14.
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Menurut Mardiasmo (2004) akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan
daerah merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik. dengan demikian, pemerintah
daerah diharuskan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan
menyajikan laporan keuangan daerah sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan
keuangan daerah. Akuntabilitas pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah itu sendiri
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain desentralisasi fiskal, dan Kkinerja
pemerintah daerah.

Berdasarkan pada fenomena yang ada, peneliti juga mengacu pada penelitian
terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amy Fontanella dan Hilda Rossieta (2014)
yang menemukan bahwa Desentralisasi Fiskal dalam bentuk Tingkat Kemandirian Daerah
dan Kinerja penyelenggaraan pemerintah berpengaruh positif terhadap kemungkinan
tingginya Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Mudhofar
dan Tahar (2016), menyatakan bahwa kemandirian daerah dan kinerja berpengaruh terhadap
akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sementara variabel ketergantungan
pada pemerintah pusat dan efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan
keuangan pemerintah daerah.; Penelitian yang dilakukan oleh Matilde dan Sari (2021)
menyatakan bahwa jika Kinerja pemerintah daerah meningkat akan memberikan
kepercayaan kepada publik bahwa informasi dalam laporan keuangan menunjukan keuangan
daerah dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
dan pemerintahan yang sedang berjalan diterima baik oleh masyarakat dalam hal
membangun daerah yang sesuai dengan harapan publik sehingga terus berupaya

meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.
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Berdasarkan uraian diatas dan juga referensi penelitian terdahulu, peneliti masih
menemukan bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil pada peneltian terdahulu, dan juga
terkait desentralisasi fiskal di Indonesia terus berkembang, dengan kewenangan fiskal yang
lebih besar diberikan kepada daerah hal ini membawa implikasi penting bagi akuntabilitas
pelaporan keuangan daerah, kemudian masih sedikit penelitian terkait akuntabilitas di
wilayah Papua Barat, sehingga peneliti ingin menguji kembali terkait pengaruh
desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan
keuangan sehingga dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan antara
desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah daerah, dan akuntabilitas pelaporan keuangan di
Papua. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Papua
Tahun 2021-2022)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, maka permasalahan dalam
penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan
keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-20227

2. Bagaimana pengaruh ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap terhadap
akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun
2021-2022?

3. Bagaimana pengaruh efektivitas terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-20227
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4. Bagaimana pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan

keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan
keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022?

2. Untuk mengetahui pengaruh ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap
terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua
Tahun 2021-2022?

3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas terhadap akuntabilitas pelaporan
keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022?

4. Untuk mengetahui pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas
pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, baik
pembaca maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini
yaitu:

1. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
Pemerintah Daerah di Papua dalam menetapkan kebijakan terkait desentralisasi
fiskal dan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua.

2. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar

sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
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Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan
penulis terkait pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah
terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua.
. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa
dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang akuntansi khususnya yang
berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap

akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua.
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ii. Ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap.
iii. Efektivitas PAD tidak memiliki berpengaruh terhadap akuntabilitas
pelaporan keuangan.
2. Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada

kabupaten/kota di Papua tahun 2021-2022.
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B. Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, peneliti mendapati beberapa
keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Banyak data ekstrem bernilai 0 dalam variabel desentralisasi fiskal untuk tahun 2021-
2022 dalam penelitian yang membuat peneliti harus mengganti metode pengambilan
sampel dengan purposive sampling, adanya Kkriteria tertentu pada metode ini
menyebabkan sampel penelitian kurang mampu menggeneralisasi populasi penelitian.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemandirian daerah, ketergantungan pada
pemerintah pusat, efektivitas dan kinerja pemerintah daerah hanya berpengaruh sebesar
19,1% terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan di Papua tahun 2021-2022. Faktor
eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat, regulasi keuangan, atau sistem pelaporan
yang belum optimal bisa mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel ini dengan
akuntabilitas. Berdasarkan hal tersebut peneliti memprediksi bahwa masih ada variabel-
variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan.

C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Papua hendaknya dapat meningkatkan kemandirian
daerah dengan melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi
ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Mengembangkan potensi lokal,
seperti sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan, dapat menjadi sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.
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2. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Papua hendaknya dapat mengoptimalkan dana
transfer dari pemerintah pusat agar dapat digunakan secara optimal sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan metode penelitian yang lain agar dapat
menggeneralisasi populasi penelitian secara keseluruhan, dan dapat memperluas populasi
penelitian menjadi beberapa kabupaten/kota di beberapa provinsi di Indonesia, atau
meneliti seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mewakili
akuntabilitas pelaporan keuangan seperti tata kelola pemerintahan, sistem pengendalian
internal, belanja modal, status daerah, atau komponen lain yang kemungkinan bisa

mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.
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